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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kesejahteraan Sosial 

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kesejahteraan Sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai 

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, 

yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-

hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.
16

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 

pasal 1 tentang kesejahteraan sosial, kesejahateraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, pritual, dan sosial warga Negara agara dapat 

hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya.
17

 

Dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 tahun 

2014 tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan 

sosial, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan materil, sprititual, 
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dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri sehingga dapat melaksankan fungsi sosialnya.
18

 

Sebagaimana batasan PBB, Kesejahteraan Sosial adalah kegiatan-

kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan 

kesejahteraan selaras dengan kepentingan eluarga dan masyarakat. 

Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi dan bidang kegiatan menunjuk 

pada kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan baik oleh 

lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, 

mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, 

dan penengkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Kegiatan 

tersebut melibatkan berbagai profesi dan ilmu seperti pekerjaan sosial, 

kedokteran, keperawatan, kependidikan, psikologi, psikiatri, hukum dll. 

Organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial disebut 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang merupakan salah satu sub-sistem dalam 

sistem kesejahteraan sosial.
19

 

Pengertian Kesejahteraan Sosial Sebagaimana dikemukakan 

mengandung pokok-pokok fikiran bahwa konsepsi kesejahteraan social 

merujuk pada : 

1. Kondisi statis atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan social. 
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2. Kondisi dinamis, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang 

terorganisir untuk mencapai kondisi statis diatas. 

3. Istitusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga 

kesejahteraan soaial dan berbagai profesi kemanusiaan yang 

menyelenggarakan usaha kesejahteraan social pelayanan social
20

 

 

B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

Pembangunan kesejahteraan social adalah usaha yang terencana dan 

terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi social dan pelayanan social 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah 

social, serta memperkuat institusi-institusi social.Ciri utama pembangunan 

social adalah holistic-konprehensif dalam arti setiap pelayanan sebagai 

manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari 

system lingkungan sosiokulturalnya.
21

 

Pengertian tersebut mengandung pokok-pokok fikiran bahwa tujuan 

pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan bangsa 

Indonesia, dengan focus utama pada kelompok yang kurang beruntung atau 

warga masyarakat yang mengalami masalah sosial. Lembaga masyarakata 

yang bertanggung jawab langsung terhadap dalam pembangunan 

kesejahteraan sosial adalah dapatermen sosial sebagaimana dapatermen 

kesehatan melaksanankan pembangunan kesehatan, dapatermen pendidikan 

nasional melaksanakan pembangunan pendidikan, dapatermen agama 
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melaksanakan pembangunan moral dalam struktur pemerintah ditanah 

air.Keempat depatermen diatas berada dibawah koordinasi menteri koordinasi 

ksejahteraan rakyat. 

Dengan demikian, karena arti kesejahteraan rakyat disini mengacu 

pada konsep pembangunan sosial yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan 

dan kebudayaan, dan agama, maka dalam arti sempit dapatermen sosial 

dapatlah dikatakan sebagai departemen kesejahteraan sosial.Sementara itu, 

lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan 

sosial adalah masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui organisasi-

organisasi sosial, seperti organisasi local dan lembaga swadaya masyarakat. 

Pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya bersifat residual, 

reaktif dan karitatif dalam arti hadir hanya sebagai pelipur lara terhadap para 

penyandang masalah sosial dan memainkan peran hanya sebagai penyapu 

sampah-sampah pembangunan. Pendekatan pembangunan kesejahteraan 

sosial bersifat universal, institusional, dan proaktif terhadap kondisi 

kehidupan masyarakat dan masalah soaial, sasaran pembangunan 

kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai latar dan 

golongan dengan prioritas utama para penyandang masalah sosial atai 

pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Pembangunan kesejahteraan 

sosial dilaksanakan seara bertahap, terarah, terpadu, berencana, 

berkelanjutan, terorganisasi, dan melembaga. 

Pembangunan kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian 

sosial manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pembangunan 
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kesejateraan sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil 

dan merata serta berjalannya suatu system kesejahteraan sosial yang mapan 

dan melembaga sebagai salah satu piranti kehidupan masyarakat Indonesia 

dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya  sesuai dengan standar kemanusiaan. 

Sebagai salah satu sector dibidang kesejahteraan rakyat, sector 

ksejahteraan sosial melaksanakan amanat UUD 1945 melalui pelayanan 

sosial yang diwujudkan dengan usaha kesejahteraan sosial ( UKS ). UKS 

dilaksanakan melalui penyulihan dan bimbingan sosial, pembinaan, 

rehabilitasi sosial, pemberian bantuan dan santunan, serta pencegahan 

munculnya permasalahan sosial yang baru dan pengembangan potensi 

sumber kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan 

sosial. 

 

C. Lansia 

a. Definisi tentang lansai 

Orang tua dalam keadaan lanjut usia dengan sendirinya mendapatkan 

tempat yang harus dihormati dan dibahagiakan. Dalam khondisi sosial 

ekonomi yang pertumbuhannya kurang mampu berpacu dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk, perlu adanya pembinaan kesejahteraan 

sosial bagi para lanjut usia. 
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b. Kreteria Lansia 

1. Usia pertengan mulai dari 45 sampai 50 tahun 

2. Usia lanjut atara 60 sampai 70 tahun 

3. Usia lanjut tua 75 sampai 90 tahun 

4. Usia sangat tua, diatas 90 tahun 

c. Hak dan kewajiban lansia 

Hak lansia dalam kesejahteraan sosial 

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual 

2. Pelayanan kesehatan 

3. Peyanan pendidikan dan pelatihan 

4. Pelayanan kesempatan dalam bekerja 

5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum 

6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum 

7. Perlindungan sosial 

8. Bantuan sosial 

Orang yang sudah lanjut usia biasanya mempunyai pandangan pada 

umumnya konservatif atau kuno, masih mengikuti tradisi, tidak kreatif, 

menolak inovasi, berionterasi kemasa silam, merindukan masa lalu, 

kembali kemasa anak-anak, keras kepala, dan banyak bicara. 

d. Kewajiban lansia 

1. Membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutaman di 
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lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan 

meningkatkan kesejahteraannya. 

2. Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, dan 

pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus. 

3. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada 

generasi penerus. 

4. Kebijakan yang mengatur lansia. 

Dalam UU No. 4 tahun 1965 pemberian bantuan penghidupan 

orang jompo pasal 2 dinyatakan “ bahwa pemerintah memberikan bantuan 

penghidupan secara umum seperti tunjangan dan perawatan terhadapa 

lansia dan itu juga bias di lakukan oleh badan-badan/organisasi swasta 

perseorangan seperti (LSM). Tunjangan yang diberikan seperti uang, 

pakaian, makanan, dan tergantung kebetuhan lainnya.Serta pemerintah 

juga memberikan pelayanan perawatam seperti dipanti asuhan.
22

 

Dalam keputasan menteri sosial R.I nomor : HUK. 3-1-50/107 

tahun 1971, “seseorang dinyatakan sebagai orang jompo ataua lanjut usia 

setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 tahun, tidak mempunyai 

kekuatan untuk menafkahi dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari sehingga hanya menerima nafkah dari orang lain.
23

 

Untuk memenuhi kebutuhan hak lansia diatur dalam UU Nomor 39 

tahun 1999 pasal 42, Hak Asasi Manusia yang menyatakan”bahwa setiap 

warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak 
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memperoleh perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk 

menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, 

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan dalam berpartisipasi 

dalam kehidupan bermasyarakat.
24

 

e. Kebutuhan lansia 

1. Kebutuhan spiritual 

Sebagai manusia yang mempunyai tuhan harus lebih 

mendekatkan diri pada sang pencipta, lebih banyak bersyukur kepada 

Allah SWT, rajin sholat, dan berzikir serta rajin ikut dalam pengajian. 

2. Kebutuhan psikososial 

Pemeneuhan seperti ini biaya nya dalam bentuk ingin din 

perhatikan, serta didengar dan ceritanya. 

3. Kebutuhan fisik biologis 

Saling menghormati yang tua sekaligus menyayangi yang muda 

sangatlah Spenting. 

 

D. Teori Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Dalam kamus besar Indonesia implementasi adalah pelaksanaan 

atau penerapan. Agar mencapai suatu tujuan dari sesuatu maka perlu 

adanya sebuah impelementasi terhadap sesuatu itu, di dalam sebuah 

kebijakan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. 
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Implementasi diartikan sebagai bentuk pengoprasian atau 

penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan berdasarkan undang-

undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara orang-orang yang 

berkepentingan didalamnya.Artinya implementasi dilihat sebagai upaya 

policy maker untuk mencapai tujuan kebijakan melalui tahapan-tahapan 

yang dimulai dari perumusan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi, 

evaluasi, terminasi kebijakan, dan juga implementasi di posisikan sebagai 

field of study. 

Menurut pressmen dan Wildavsky, Implementasi dimaknai dengan 

beberapa kata kunci sebagai berikut Untuk menjalankan kebijakan (to 

carry out), untuk memenuhi janji-janji sebgaimana dinyatakan dalam 

dekumen kebijakan, untuk  menghasilkan output sebagaimana dinyatakan 

dalam tujuan kebijakan.
25

 

Implentasi intinya adalah kegiatan untuk mendristribusikan 

keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada 

kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. 

2. Konsep Implementasi 

Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan 

kebijakan public, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivate atau turunen dari kebijakan public tersebut. 

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas 

yaitu dimulai dari program ke proyek dan ke kegiatan.Model tersebut 
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mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya 

manajemen sector public. Kebijakan diturunkan berupa program-program 

yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud 

pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat 

maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat. 

keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle 

(1980) dipengaruhi oleh dua variable besar yakni, pertama isi kebijakan 

(content of policy) yang terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, 

manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, 

pelaksanaan program serta sumber daya yang di libatkan. Kedua, 

lingkungan implementasi kebijakan ( context ofi implementasi ) terdiri dari 

kekuasaan, kepentingan, karakteristik lembaga serta kepatuhan dan daya 

tangkap. 

Faktor yang dapat memperngaruhi sebuah Implementasi kebijakan 

hukum di dalam masyarakat.Ada beberapa fator yang dapat mempengaruhi 

sebuah implementasi kebijakan hukum didalam masyarakat yaitu : 

a) Kaidah hukum yang terpenuhi dalam sebuah kebijakan hukum 

memenuhi yuridis, sosiologis, filosofis 

b) Penegakan Hukum 

c) Sarana atau fasilitas yang cukup 

d) Partisipasi masyarakat 
26
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